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MENGUKUR EFEKTIVITAS BE-
LANJA MODAL DAERAH DA-
LAM MENDORONG INVESTASI
DI DAERAH

Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D.

Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Dengan keterbatasan kapasitas daerah dalam mengelola anggaran
sebagai instrumen fiskal yang efektif serta watak kelembagaan
hubungan fiskal pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di
Indonesia, paper ini megembangkan model teoritik sebagai pondasi
untuk mengkaji efektivitas belanja modal yang selanjutnya
diharapkan menjadi framework untuk riset empiris dan kebijakan
untuk mendorong efektivitas belanja modal. Model teoritik dalam
paper ini memberikan tekanan pada rendahnya skala ekonomi
belanja modal yang menjadi sebab rendahnya multipier belanja modal
terhadap penciptaan kapasitas ekonomi dan fiskal dareah yang penting
untuk mendorong investasi yang selanjutnya dalam jangka panjang
diharapkan meningkatkan marginal tax ratio untuk kemandirin

daerah.

Keywords: desentralisasi, belanja modal, skala ekonomi, kapasitas
fiskal, investasi di daerah, kemandirian daerah.

Pendahuluan

Hampir dua puluh tahun desentralisasi fiskal di Indonesia telah
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berjalan dengan memberikan tekanan pada delegasi spending power
kepada pemerintah daerah. Pertanyaannya apakah kewenangan
daerah mengeksekusi fungsi alokasi belanja, mencakup di dalamnya
belanja modal telah efektif mendorong investasi dan pembangunan
di daerah menarik untuk selalu ditinjau. Dilihat dari indikator agregat
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata di atas
5%, kemudian hal ini dikaitkan secara langsung sebagai indikator
keberhasilan desentralisasi fiskal cenderung overestimate dan
mengandung bias kausalitas. Apakah pertumbuhan ekonomi tersebut
secara langsung bisa diklaim sebagai keberhasilan kewenangan daerah
dalam mengeksekusi belanja modal tanpa melihat lebih jauh penjelasan
teoritik dan fenomena empiriknya mengapa hal tersebut bisa terjadi?
Jangan-jangan jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat,
Indonesia dan pemerintahan daerah di dalamnya tetap mengalami
pertumbuhan yang sama atau bahkan lebih tinggi? Terlepas banyaknya
riset-riset empiris yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan
desentralisasi, riset-riset tersebut mengandung kelemahan yakni
penjelasan teoritis yang tidak robust bagaimana kewenangan daerah
untuk mengksekusi belanja dalam sistem desentralisasi memberikan
dampak pada pertumbuhan ekonomi (lihat misalnya Martinez-vazquez
& Mcnab, 2003).

Di sisi yang lain, gagasan awal mengenai mengapa kewenangan fiskal
perlu didesentralisasi sebenarnya didasarkan pada pertimbangan
untuk mendorong layanan publik yang lebih baik dan efisien dengan
memberikan tanggung jawab dan kewenangan layanan publik pada
tingkatan pemerintahan yang terkecil yang paling dekat dengan
masayarakat yang dilayani (Oates, 1972). Meningkatnya (kualitas)
layanan publik oleh pemerintah daerah, didasarkan pada asumsi
bahwa pemerintah daerah lebih tahu masalah dan preferensi
masayarakat di daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat yang
dianggap memberikan layanan publik yang seragam (one-size fits all)
kepada daerah yang kondisinya beragam. Dengan demikian, secara
teoritik, ide mengenai desentralisasi sebenarnya tidak dikaitkan
dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung,
meskipun secara tidak langsung desentralisasi akan berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui lingkungan yang strategis
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yang dibutuhkan bagi bekerjanya pasar yang efektif guna mendukung
terciptanya pertumbuhan ekonomi di daerah (Qian & Weing-st, 1997).

Mempertimbangkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah
merupakan tujuan utama desentralisasi dan mengaitkannya secara
lansgung mengandung bias kausalitas, efektivitas belanja modal
oleh pemerintah daerah semestinya dinilai dari berhasilnya belanja
modal meningkatkan kapasitas fiskal dan kapasitas ekonomi daerah
yang selanjutnya akan mendcrong masuknya aliran modal ke daerah
bersangkutan. Gagasan mengenai desentralisasi yang dikaitkan dengan
kemampuandaerah untuk menarik masuknya aliran modal diraulai dari
pemikiran Tiebout (1956) yang menyatakan bahwa desentralisasi akan
menjadi dorongan bagi orang untuk bermigrasi mencari pemerintahan
yang memberikan layanan publik dan menu perpajakan yang menarik
dan sesuai dengan preferensinya. Dengan demikian, selain memilih
pemerintahan dengan “ballot” dalam pemilihan umum, penduduk
juga akan memilih pemerintahan dengan “kakinya”" (vote with one’s
feet). Pada saat yang sama, pemerintahan dacrah akan berkompetisi
menyediakan layanan publik dan menu perpajakan yang menarik bagi
orang untuk memilih tinggal di daerahnya. Dalam perkembangannya,
kapasitas daerah dalam mengalokasikan belanja untuk menghasilkan
lavénan publik yang optimal bukan hanya menarik orang untuk masuk
dan tinggal, tetapi juga akan menjadi daya tarik bagi masuknya aliran
modal. Bahkan, dalam teori desentralisasi generasi kedua (second
generation theory of fiscal decentralization), kemampuan pemerintah
daerah untuk mengeksekusi fungsi alokasi yang optimal akan didorong
lebih jauh melalui kompetisi yardstick (yardstick competition), yakni
kompetisi yang dipicu oleh adanya aliran informasi antar daerah
yang memungkinkan penduduk di suatu daerah bisa membandingkan
kinerja daerahnya dengan daerah lainnya dan menuntut pemerintah
daerahnya untuk memiliki kinerja yang paling tidak, sama atau bahkan
lebih baik dibandingkan daerah lainnya yang menjadi benchmark
(Salmon, 2009, Besley dan Case, 1995; Revelli, 2006: Revelli & Tovmo,
2007; Elhorst & Freret, 2009; Caldeira, 2010; Capuno, et. al, 2012). Selain
itu, teori desentralisasi generasi kedua juga menekankan outcome
desentralisasi melalui akuntabilitas politik serta bekerjanya mekaisme
check and balance sebagai faktor yang paling menentukan apakah
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desentralisasi mendorong kinerja sektor publik yang lebih baik ataukah
sebaliknya (Oates, 2005).

Dengan kerangka berpikir yang melatarbelakangi penulisan paper ini
sebagaimana telah dijelaskan, paper ini membahas efektivitas belanja
modal di daerah tidak dengan mengaitkannya secara langsung dengan
pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan kinerja investasi dalam jangka
pendek maupun jangka panjang, kapasitas fiskal dalam kerangka
fiscal sustainability, serta karakteristik ekonomi di daerah yang diukur
dengan produktivitas ekonomi secara menyeluruh. Paper ini bertujuan
memberikan sedikit kontribusi pada literatur kebjakan di Indonesia.
Pertama, ia mengkaji kembali peran belanja modal dalam pembangunan
ekonomi daerah setelah dua puluh tahun pelaksanaan desentralisasi
fiskal di Indonesia. Lebih spesifik, melzlui paper ini efektivitas belanja
modal semestinya diukur dari skala yang optimal dari belanja modal
pemerintah dengan menekankan pada ukuran elastisitas jangka
panjang belanja modal terhadap output dengan mendasarkan fungsi
produksi sebagaimana dilakukan oleh Straub (2011). Kedua, efektivitas
belanja modal seharusnya juga dilihat dari dampaknya terhadap
peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sekaligus ketahanan dacrah
dalam menstabilkan dampak siklus bisnis (Auerbach & Gorodnichenko,
2012).

Pembahasan

Apckah belanja modal telah efektif memberikan dampak pada kinerja
makroekonomi daerah merupakan pertanyaan sentral yang coba
dibahas secara kritis dalam paper ini dengan mengikuti kerangka
berpikir yang telah dikembangkan oleh Delong, & Summers (2012).
Belanja modal oleh pemerintah daerah seharusnya berpengaruh
terhadap perekoncmian ekonomi daerah melalui dua cara. Pertama,
dalam kerangka makroekonomi Keynesian, sama dengan jenis
pengeluaran pemerintah lainnya, belanja modal meningkatkan
permintaan agregat melalui pengganda fiskal jangka pendek, yang
besarnya dapat bervariasi sesuai keadaan ekonomi (Auerbach &
Gorodnichenko, 2012). Selain itu, mengingat sifat layanan infrastruktur
yang seharusnya komplementer bagi investasi swasta, belanja modal
akan mempengaruhi rasio surplus/defisit anggaran terhadap PDRB,
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yang mana rasio tersebut dapat naik atau turun tergantung nilai
pengganda fiskal (fiscal multiplier) dan elastisitas pendapatan terhadap
output. Kongkritnya, dengan memodifikasi model yang dikembangkan
Delong, & Summers (2012). dalam jangka pendek belanja modal yang

memberikan kontribusi pada PDRB potensial akan mempegaruhi
rasio surnlus/defisit anggaran terhadap PDRB potensial , dimana
Ad =t - exp

. Dengan demikian, keseimbangan anggaran pemerintah
daerah dapat dituliskan sebagai berikut:

Ad +h =(1-pai (1)

dimana . adalah multiplier fiskal dan : adalah marginal tax ratio. Di
dalam persamaan tersebut ditambahkan variabel , yang menunjukkan
rasio transfer pemerintah pusat terhadap PDRB sebagai komponen
penerimaan daerah yang masih dominan, sekaligus menunjukkan
ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Salah satu isu krusial dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah
daerah adalah adanya sisa lebih pembiaya:n anggaran (SILPA). Dengan
mengasumsikan dana perimbangan yang fungsinya adalah
mengatasi horizcntal imbalances bersifat eksogen, serta nilai marginal
tax ratio " yang masih rendah, menggambarkan kapasitas perpajakan
di daerah yang kecil. maka SILPA menunjukkan tiga hal penting.
Pertama, nilai pengganda fiskaldi darrah = ~ yang rendah. Kedua, skala
ekonomi belanja modal di daerah tidak optimal untuk diharapkan
mendorong investasi. Ketiga, transfer dari pemerintah pusat tidak
optimal penggunannya untuk belanja produktif untuk mendorong
peningkatan kapasitas fiskal daerah. Ketiga faktor tersebut disebabkan
tidak cukupnya kapasitas daerah (lack of capacity) dalam mengelola
keuangan daerah sebagai instrument fiskal yang optimal dalam jangka
pendek.

Gambar 1. berikut menunjukkan Total Nilai Belanja Modal dan SILFA
pemerintah Kabupaten Kota dan Provinsi. Secara agregat, belanja modal
pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi pada tahun 2016 menurun
dibandingkan belanja modal tahun 2015. Begitu juga dengan SILPA
tahun 2016 secara agregat lebih rendah dibandingkan tahun 2015.
Namun jika dilihat dari rasio SILPA terhadap belanja modal agregat

Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan |
Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2018




pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi mengalami kenaikan, semula
44,5% pada tahun 2015 menjadi 55,03% pada tahun 2016.

Gambar 1. Nilai Belanja Modal dan SILPA Agregat Kakupaten/Kota dan Provinsi
tahun 2015 dan 2016 (Dalam Rupiah)
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Sumber: diolah dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan Ri. hitp.// www.dipk.
kemenkey g0.id/?p=5412
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SIS

Dalam jangka panjang, efektivitas belanja modal juga akan bekerja
melalui sisi penawaran dari investasi infrastruktur publik untuk
mendorong naiknya kapasitas produktif ekonomi. Berkaitan dengan
hal tersebut, indikator untuk melihat efek sisi penawaran ini adalah
dengan melihat dampaknya bagi efisiensi ekonomi. Belanja modal yang
tidak efisien karena kendala kelembagaan dalam proses perencanan dan
eksekusi anggaran misalnya, akan menghasilkan proyek infratsruktur
publik yang buruk dalam eksakusi maupun monitoring dan evaluasinya.
Dengan demikian, investasi publik tidak bisa diharapkan untuk
memberikan dampak vang optimal bagi infrastruktur yang produktif
dan dampak jangka panjangnya terhadap output (Pritchett, 2000;
Caselli, 2004).
Trans A (a1) .

Sejauh mana dampak belanja modal dapat meningkatkan
output potensial adalah faktor kunci yang menentukan dinamika rasio
surplus/defisit APBD terhadap PDRB , sekaliens menentukan
kemandirian daerah terhadap dana perimbangan . dalam jangka
menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan waktu, meningkatnya
skala ekonomi dari belanja modal akan mempengaruhi rasio surplus/
defisit anggaran terhadap PDRE dan beban perabiayaan pada tahun
yang sama yang identik dengan selisih tingkat suku bunga e dengan
pertumbuhan ekonomi . Dengan demikian persamaan (1) dapat
dituliskan sebagai berikut:

(= g)(ad + h) = (r = g)[(1 - pr)A (2
(ad)
Tekanan terhadap surplus/defisit APBD sekaligus
kebutuhan injeksi pembiayaan dari pemerintah pusat akan

tergantung pada dua parameter; pertama, elastisitas jangka panjang
output terhadap%tase kenaikan belanja modal daerah dan yang kedua,
kemampuan belanja modal mendorong kapasitas ekonomi yang
selanjutnya mendorong kapasitas fiskal daerah yang ditunjukkan
dengan meningkatnya marginal tax ratio

TAY = ey, Ai 3)
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dimana 3 adalah elastisitas jangka panjang belanja modal terhadap
output, 7 adalah kondisi awal rasio output terhadap belanja modal.
Selanjutnya menggabungkan persamaan (2) dan persamaan (3) secara
bersama menunjukkan jika multiplier janga pendek dan elastisitas
output terhadap belanja modal cukup besar, sehingga memenuhi
persamaan berikut:

r—g1-pr)—12y, <0 (4)

maka belanja modal akan mendorong kapasitas ekenomi dan fiskal
dalam jangka panjang untuk menciptakan basis penerimaan daerah
dan sekaligus mengurangi ketergantungan daerah kepada dana
perimbangan

Penutup

Paper singkat ini mengembangkan konstruksi model teoritik yang
diharapkan berguna sebagai framework untuk menilai efektivitas
belanja modal dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia yang
telah berjalan hampir dua puluh tahun dengan wataknya yang khas.
Konstruksi model yang dikembangkan dimulai dengan fondasi teori
dan tujuan desentralisasi dimulai dengan teori desentralisasi generasi
awal, teori generasi kedua yang menekankan bekerjanya mekanisme
akuntabilitas dan check and balance melalui proses politik serta
review kritis terhadap teori generasi kedua yang saat ini berkembang
memperkaya literatur desentralisasi. Review kritis tersebut relevan
terutama bagi negara young democracy dengan heterogenitas daerah
yang sangat tinggi seperti di Indonesia. Fondasi teori desentralisasi
tersebut berguna untuk merefleksikan kembali harapan manfaat dari
pelaksanaan desentralisasi, cara bagaimana manfaat tersebut bisa
diperoleh, kendala yang masih dihadap serta kebijakan yang perlu
dilakukan. Diharapkan paper singkat ini akan mendapatkan respon
dari para pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti, baik tindak
lanjut berupa riset empiris, maupun tindak lanjut kebijakan.
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